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BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



4.1. Permasalahan-Permasalahan Daerah
Berdasarkan analisis Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah, maka disimpulkan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi Provinsi Bengkulu, yaitu :
1. Bidang Perekonomian Rakyat Dan Iklim Investasi 
a. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing produk-produk pertanian dan perdagangan;
b. Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian;
c. Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil;
d. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir ;
e. Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif; 
f. Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bidang Sumber Daya Manusia
a. Struktur penduduk didominasi oleh usia muda akibat dari tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian penduduk sehingga tingkat ketergantungan cukup tinggi ;
b. Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;
c. Masih rendahnya mutu pendidikan yang ditandai dengan rendahnya nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan banyaknya siswa yang tidak lulus UAN;
d. Kurangnya tenaga kesehatan baik itu tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis;
e. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan
a. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi ;
b. Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan, antar masyarakat dan antar wilayah ;
c. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten ;
d. Kabupaten/Kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program-program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

4. Bidang Revitalisasi Pertanian Dan Ketahanan Pangan  
a. Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian masih cukup rendah; 
b. Penggunaan teknologi pertanian masih belum optimal;
c. Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap; 
d. Kurangnya modal kerja dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan perikanan darat;
e. Perlu adanya dukungan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian;
f. Perlunya dilakukan reformulasi ulang terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi penyuluh.

5. Bidang Infrastruktur Dasar 
a. Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi optimal;
b. Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan;
c. Masih belum optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada;
d. Masih terbatasnya diversifikasi energi dan pemanfaatan energi alternatif 
e. Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah. 

6. Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana 
a. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal;
b. Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
c. Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang; 
d. Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan lindung; 
e. Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan;
f. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana alam.

7. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas Dan Inovasi Teknologi 
a. Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi; 
b. Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan promosi wisata belum optimal;
c. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya;
d. Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan rumah tangga; 
e. Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan teknologi tepat guna pada usaha mikro dan kecil.

8. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum
a. Pelayanan publik masih belum optimal; 
b. Belum optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien;
c. Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya kasus-kasus pelanggaran asusila, narkoba maupun korupsi;
d. Masih rendahnya tingkat transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 
e. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah;
f. Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan pembangunan daerah;
g. Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah;
h. Masih banyaknya potensi dan aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut disusunlah isu-isu strategis daerah dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya aparatur pelaksana, pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dilaksanakan. 

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah
Isu-isu strategis daerah tersebut dapat dirangkum sebagai berikut : 
1. Masih adanya pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan  dan belum berfungsi secara optimal 
2. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing daerah 
	Produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor PDRB masih cukup rendah terutama di sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan
3. Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi 
	Sampai dengan tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih sebesar 18,59 % sedangkan nasional pada tahun yang sama sebesar 13,5 %
4. Masih rendahnya jenis dan nilai investasi yang masuk
	Investasi dalam 5 tahun ke depan akan diarahkan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik-parik industri hilir pengolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal 
	Pada tahun 2010, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 40%.  Artinya ketergantungan pendanaan untuk pembangunan masih cukup bergantung pada Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya masih sangat diperlukan peningkatan PAD terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD
6. Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir 
	Perlu dikembangkan klaster industri di setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah
7. Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal 
	Persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata antar kabupaten terutama di kabupaten-kabupaten pemekaran. Masih perlu ditingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin
8. Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten
	Dari 10 kab/kota di Provinsi Bengkulu, baru 4 kab/kota yang tidak tergolong daerah tertinggal yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong)
9. Infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian belum memadai. Hal ini sangat penting dalam rangka mengurangi ongkos angkut produksi bagi petani, nelayan maupun pengusaha kecil. 
10. [bookmark: _GoBack]Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal
11. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi dan penanggulangan bencana alam
	Kedepannya akan ditingkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dan anak sekolah, pembentukan satgas bencana, pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah rawan bencana, penyusunan RTRW berbasis mitigasi bencana, pembangunan gedung evakuasi (escape building), pembangunan tower pemantau tsunami dan gudang penyimpan cadangan makanan (buffer stock)
12. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 
	Kedepannya kerjasama dan peningkatan peran inspektorat dan BPKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan daerah akan ditingkatkan 
13. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
	Peningkatkan pendidikan dan keahlian aparatur pemerintah di bidang tersebut akan ditingkatkan seperti dengan memberikan beasiswa S2 dan S3, mengikutsertakan dalam diklat-diklat perencanaan dan penganggaran.
14. Masih adanya permasalahan perbatasan wilayah antar Provinsi dan antar kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Hal ini penting dan mendesak untuk diselesaikan karena dapat mengganggu hubungan kerjasama antar Provinsi dan antar kabupaten yang mengalami permasalahan perbatasan tersebut. 




